KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan vang berhasil dar
bebas dart KKN melalui media Pelaporan Akuntabilitas Kinerfa Instansi Pemerintah
{LAKIP) Sckretariat Duacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 sesuai dengar
makna yang terkandung dalam ln;éren No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerje
fnstansi  Pemerintah  yang  mewajibkan  Instansi  Pemerintah  untuk
mempertangeungjawabkan kegiatan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah  menggambarkan sasaran  yang akan dicapmi serta hasil
pengukuran kinerja sasaran yang telah dilaksanakan. implementasi keviatan serta
evaluasi terhadap ca}iaism kinera vang telah dilakukan sclama tahun 2019

Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP} Sekretariat
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu wijnd
pertanggungiawaban dan tolok ukur atas tercapanya keberhasilan atau kegagalan
pencapalan Sasaran Strategis vang diemban. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tnstansi
Pemenntah [L;&KIP} disusun sesuat dengan amanal Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 temang Sistem Akuntabilitas Kinerju Instansi
Pemerintah. dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (entang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Akllﬂl-a'[‘trﬂitﬂﬁ Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada intinya
merupakan uraian pertanggungjawaban  pelaksanaan lupas  dan ﬁngsi seria
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan vang telah digariskan dan
kebijakan operasional dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupatén
Rokan Hilir, serta penjelasan tentang rencana kinena
dan pencapaian Kinerja. analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dun strates

pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja masa mendatang.



Media pertanggung jawaban fahun ketiga dan Rencana Strategs Sckrotariat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tshun 2017 — 2021, LAKIP Sekretariat Dacrah
Kabupaten Rokan Hilir Tabun 2019 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan P ‘1:;1]_1{:11"&1’1 Akuntabilitas Kinerja
Instunsi Pemerintah, Hal ing mﬁ_rupakan vujud dan kemginan Sekretarimt Dacrah
Kabupaten Kokan Hilir uniuk dapat menyajikan pertanggungiawaban yang transparan

LAKIP sebaga salah satu alat penilal keberhasilun atan kegagalan kinerja
merupakan wujud transparansi penvelengparaan pemerntaban daerah. Selain itu,
LAKIF juga bermanfaal bagi evaluasy internal sehapai umpan balik ( feedbact) dalam
rangka memperbaiki kinera organisasi yany febil komprehensifl Flal ini merupakan
wijud dari keinginun Sekretariazt Dacrah Kabupaien Rekan Hilir antuk dapat
menyajikan parfanggungiawahan yang transparan  dalaim  memenuln  harapan
masyarakat, vaily terwujndnva penyclengparaan pemerintahan yanp bersih (Clec
Cravernmcnt) dan pemﬂ;-intah:m vang batk ((lood Governance), Kami menvadari
masih  terdapat  kelemahan  yang  perlu  diongkatkan  dalam  upava
mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemcrintah (AKTP .

Di dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2019, tentunya ditemu
adatva tantamgan yvang dihadapl, namun demikian fantangan iy bukan merspakan
sualy ancaiman alay hambatan tetapl merupakan peluang untuk dapat mencapal visi
dan musi Sekretarial Dacrah Kabupaten Rokan Hikr, Laporan m dibarapkan dapat
digunakan sebagar bahan evaluasi vang obvektit bagi pimpinan dan pihak-pihak lain
vang berkepentingan (Nakehulders), Rumi mengharapkan informasi vang disajikan
dalam taporan Jm dapat memberiken gambaran vang moemada icntang hasil dan
capaian kmerja Sekretanat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Akhirnva, kann berharap LAKIP ini dapal digunakan schaga 'iumh.-jﬁun
masukan bag pengelolaan dan penafaan seria peningkatan kinerja Sekretariat Dagrah

Keabhupaten Rokan Hidir dalam penveleneparaan pembinaan dan pengawasan bidang



pemerintahan, pembangunan serta pclayanar prima kepada masyarakat, Semoga
laporan ini bermanfast baik sebagal media pertanggungiawaban maupun sebagai
upaya membangun akuntabilitas pubiik  di hngkungan Pemerintah  Kabupaten

Rokan Hilir,

Bagumsiapiap, 29 Februari 2020
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1. Perampian Kinetia Perubahan Tahun 2019



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dan waktu ke wakty, tuntutan masvarakat akan adanya perubahan dar
perbaikan disegala bidang serta rclormasi dalam pen}-‘&fﬂllggaraan pemerintahan
semakin meningkat, termasuk yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungs: Instansi
Penyelenggaraan Pemm'nmhanl vang berkaitan dengan adanya kewajiban
mempertanggugjawabkan semua kegiatan pelaksanaan pemerintahan. pembangunan
dan pemberdayaan kemasyarakatan secara teransparan dan akuntabel.

Peme¢nintahan vang baik (wood governance) merupakan issue vang paling
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tyntutan gencar vang
dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penvelenggaraun
pemermtahan yang baik adalah scjalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
dan wawasan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi dan Informasi.
Pada dasarnya tuntutan ifq .lﬂf:’:ru[mkﬂﬂ hal yang wajar dan sudah seharusnya dircspon
oleh pemerintah sehingga pola-pola lama penyelenggaraan pemeriniah vany tidak lagi
sesuai bagi tatanan dan tuntutan masyarakat dan zaman yang telah berubah perlu
dilakukan  perubahan - perubahan dan adaptasi kebijakan vang terarah pada
terwujudnya penvelenggaraan pemerintahan yang baik (LAN dan BPKP 2000:5).

Guna mencapat terwujudnya kinerja yang akuntabel bagi Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir, maka setiap tahunnva ditetapkan sasaran dengan indikator
kinerja, mdikator kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagatan
Kinerja Instansi. Selanjutnya hasil pelaksanaan sasaran dan program setiap tahun
anggaan dipertanggungjawabkan dan dinilai melalui suaty pengukuran kinerja dan
evaluasi kinerja yang tercakup dalam penvusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Insiansi Pemerintah (LAKIP),

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan
perwujudan  kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung  jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan Hal ini



telah diatur dalam [nsteaksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerjg Instansi Pemerintah.

Beradasarkan Instrukst Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiiitas
Kinerja Instanst Pemerintah, Sckretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja [nstansi Pemerintah (LAKIP) untuk tahun 2019
sebagai ﬁedia untuk memberikan pertangeungiawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja yang berhasil dan belun dicapai selama tahgn anggaran 20149
kepada prmpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakehnider). Dalam
laporan im disajikan pula pertangeungjawaban keugngan yang mengunskapkan
capaian realisasi pencrimaan dan pengeluaran Tahup 2019,

Laporan Akuentabilitas Kincrja Instansi Pemesintah {LAKIP} Tahun 2019
merupgkan media pertanggungiawaban untuk iahun ke-2 dari amanah yang telah
ditetapkan dalam pernvataan visi dan misi Bupati Rokan Hilir sesuai denpan Renstra
Sekretariat Daerah peniode 2017-2021,

Dalam ranoka p.::taiisaﬂaan atau operasionalisast tugas pokok dun fungsi
berkaitan dengan Rencana Stratogis Sckrefariat Dacrah Kabupaion Rokan Hitie, maka
schagui acuan ulama vang harus dipegang cleh pora pemeran orpanisasi adalah
rumusan yang menadi fujuan dan sasaran scluma tabun 2018 yang pada dasarnya
Juga merupakan bagian Rencana Strategis tahun 2017-2021. Hal ini dapal dilthat pada

tibel dibawah it

' NO. ‘ TUJUAN ! SASARAN
‘ 1. | Mewujudkan budava melayu sehaga ’vimum:kainm Penyelesaian  Konflik
_Jati diri masyarakat Rokan 1hlir | antar umat beragama
2. | Meningkatnya Kapasitas dan
| Akuntabilitas Organisasi Pemerintah
Daerah Rokan Hilir

Pemerintah Daerah
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Dviharapkan LAKIP ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Bagian di Sckretariat
Daerah Kabupaten Rokan | 1ilir scbagai iwd@me;n urttuk meningkatkan kualitas kinerna
dalam mewujudkan pelavanan prima kepada masyarakat dengan memperhatikan
capaian kmera yang diperolch, langkah-fangkah vang akan dilakukan untuk
mf:ﬂiﬂgie.;mkun kinerja dimasa yang skan datamg  diantaranya meliputi  untuk
memumuskan kebijakan-kebijakan vang telah terarah untuk meningkatkan peran
Sekretanat Daerah Kabupaten Rokan [Hilir dimasa ].r'em_g akan datang menuju

fercapainya visi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 29 Februar 2020

Pi. SEKRETARIS DAERAIL

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.51
V' Permb#fa Utama Muda
MNIP ISTA0528 199412 § G0l




BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang |
Sekretarial Dar:r#h Kahupatcﬁ Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan |aerab
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah.  Tugas Sekretanat Dacrab
bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikar
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal

Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tabhun 1990  (entang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) vang mewajibkan mstansi pemerntal
sebagal unsur penvelenggara pemerintahan, untuk meh1pertanggung-jmuabkan pelaksanaar
tugas pokok dan fungsinya sérta kewenangan pengelotaan sumber daya dan kebijakan, dat
juga berpedoman pada Peramuran Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjul
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerj
Instansi Pemerintah, maka disusun [aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermial
(1.AKIP} yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan stralcgis dan nimplementasinya sett
tolak ukur keberhasilan sebagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan ms
orpanisasi sebagaimana vang tertuang dalam laporan ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermta

(LAKIT) Schretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara }fﬂ:l] ¢ Bersih da
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indones

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomd

TEE T



e

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 ientang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kanmun,
Kabupaten Natuna, I{ahupzm.:n Ruantan Singingi, dan Kota Batam schagaimana tclah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 teniang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraluran Pemerintal
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacral
Menjadi [indang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 30 I'ahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 entang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor [40, Tambahan Lembaran
Wegara Republik indq-ncsi& Nomeor 4578},

Instruksi Presiden Republik Indoncsia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi ﬁemerimﬂh;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tabun 2014 tenmtang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negernt Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Duaerah;

Peraturan Menten PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi

Pemerintah:



i,

1.3

1.3.1

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 'l'ahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
huplementasi Sistem Akuntabilitas Kinigrja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menieri P.ﬂNaR.li Nomer PEW 20 | MLPAN 11112008 tentang Pedoman
Penvysunan Indikator Kinerja 1 ltama;

Peraturan Dacrah Kabupatcn Rokan 1lilir Nomaor 13 T;-‘l};run 2019 tentang Pembentukan
Orgamsasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerali dan Sckretariat Dewan

Perwakilan Ralovat Daerah,

. Peraluran Daerah Provinsi Riau Nomor § Tahun 2009 (catang Rencang Fembangunan

Jangka Panjang Dacrah (RPIPD) Provinsi Riaw Tahun 2005-2025 {Lembaran Dacrgh
Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Janpka Menengah Daerah (BPIMD) Provinsi Riau 2014-2019;

Peraturan Bupat Rokan 1litir Nomor 84 Tahun 2019 {entang Rincian Tugas, Fungs
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sckretaniat Dewan Perwakilan Hé%k}'ar Dacrali
Kabupaten Rokan Tfi Iir.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 - 2025,

Peraturan Duerah Kabupaten Rokan Hilic Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021
Revisi Rencana Stmtegis.iRFfNE'I'iLij Sckretarial Jaerah Kabupalen Rokan Hilir
FPeriode 2017 E!.D;E'I.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Berdasarkan Peramuran Bupah Rokan Hilir Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tuta Kerja Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Daerah mempunvai tugas membantu Bupati dalam

menyusun kebnakan dan mengkoordinasikan Dinas lacrah, Lembaga Teknis Daerab, Stat



Ahh, Sekrcianiat Dewan Perwakilan Ralyat Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan serla Instansi

latnnva,

B3

1.4

2

161

Fungsi
Fungs Sekretariat Dacrah Kabupaten Rokan Hilir adaluh ;

Mengkoordinasikian, perumusgn; kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:
Pembinaan penvelenggaraan Pemerintah dalam arti mengumputkan dan menganalisa
data. merumuskan Program dan Petunjuk Tekmis {(Juknis) serta  memantau
perkembangan penvelenggaraan Pemerintahan;

Pembinaan pelaksanaan pembangunan dibidane pembangunan perckonomian melalui
proses pengumpulan, analisa data dan menctapkan kebijakan secara transparan,
Pembnnaan terhadap keyiatan kemasyarakatan:

Melakidan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan bidang kusejahteraan sosial;
Pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelavanan teknis
adminisirasi kepada séluruh perangkat dacrah:

Koordmasi  perumusan  peraturan  perundang-undangan  dan pe:ﬁhinaﬁn ik um
MEnyanEsus tugas pokok dan (ungsi pemeriniahan Kabupﬁmn Rokan Hilir;

Melakukan koordinasi penyusunan anggaran Sckretariat [aerah dengan pihak terkait:
Melaksanakan dan mengimplementasikan hubunpan masyarakat dan hubungan antara
fembaga perangkat dacrah dan organisasi profesi lainnva;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Rokan [lilir sesoai dengan
fungsinya,

Struktur Organisasi

Strukiur Organisasi Sekretarial Daerah Kabupalen Rokan Hilir dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaicn Rokan Hilic Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembentukan

Organisast, Kedudukan, Tugas Pokek Sckretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwalslan

Rakyat Daergh. Sekrctariat iJeerah Kabupsten Rokan Hiliv yang dipimpm oleh Sekretaris

Daerah dan membawahi tiga Asisten yang dibantu olch dua helas Kepula Bagian.



Struktur Organisast Sekretarial Daerah Kabupaten Rolan Hilir terdici dari

i Sekretaris Dacrah,
b. Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rukvat, mengkoordinasikan,
1} Bagian Tata Pemerintahan, 12rcdini atas:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b1 Sul Bagian Administrasi Kewilavahan;
¢} Sub Bagian Otonomi Dacrah,
2} Bagan kesejahterasn Rakvat, terditi atas
a} Sub Bagian Bina Mental Spritual,
b} Sub Bagian Kesejahteraan Sosial:

¢} Sub Bagian Kesejahtersan Masyarakat.

3)

Bagian Hukum, terdiri atas:
a) dub Baman Porundang-undangan:
b) Sub Bagian Bantuan Hukum:

¢) Sub Bagian Dokumentast dan Informasi

4} Bagian Kerja Sama, Perbatasan dan Pertanahan, tordin atas:

a) Sub Bagian Kerja Sama:
b) Sub Bagian Perbatasan;

¢) Sub Bagian Pertanahan.

¢. Asisten Perskonoman dan Pembangunan, mengkoordinasikan
1) Bagian Perekonomian, lerdiri atas:
a} Sub Dagian Pembinaan BUMD dan BLUD:
B} Sub Bagnan Pengendalian dan Digtribusi Perekekonomian:

¢) Sub Bagian Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2) Bagtan Administrasi Pembangunan, terdiri aag:
a) Sub Bagian Penvisunan Propgram:
b} Sub Bagian Pengendalian Program;

¢t Sub I3agian Evaluasi dan Pelaporan,

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdici atas:
a) Sub Baptan Pengelolasn Pengadaan Barang Dan Jasa.
b} Sub Bagan Pengeloluan | avanan Pengadaan Secara Flektronik:

€] Sub Baglan Pembinaan Dan Advokasi Perpadaan Barang Dan Jasa,

4} Bagian Sumber Dava Alam. terdini atas;
2} Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelaulan Dan Perikanas

b} Sub Bagian Sumber Daya Alam Perlambangan Dan Lingkungan | lidup;



¢} Sub Bagian Sumber Daya Alam Encroi Dan Air,

d. Asisten Administrasi Umum, mengkoordimasikan:
1 Bagian Umum, terdiri atas:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian:
b} Sub Bagian Perlengkapan; |
¢} Sub Bagian Rumah Tangga.

2) Bagian Organizasi, terchn atas:
a) Sub Bagian Kelembagaan dun Analisis Jabatan
b} Sub Bagian Pelayvanan Publik Dan Tata Lakeana:

¢} Sub Baman Kinerja Dan Reformasi Birokrasi,

R
e

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, terdin atas:
a) Sub Bagian Protokol.
b} Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;

¢} Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan,

41 Bagan Perencanaan Dan Keuangan, terdin atas;
a) Sub Bagian Perencanaan;
b} Sub Bagian Keuangan;

¢) Sub Bagian Pelaporan.

e, Staf’ Ahli ‘Perdin dari:
1} Staf Ahli Bidang Pemerintaban, Hukum dan Politik;

23 Staf Ahli Bidang Bidang Lkonomi. Keuangan dan Pembangunan;

Pelaksanaan mgas pokok dan fungst Sekrctatiai Daerah Kabupaten Rokan 11jlir
didukung dengan sumber dava aparater vaitg sebanyak 200 orang, terdin dai: (1) Jabatan
Struktural sebanvak 64 orang, (2} Stal PNS sebanvak 292 orang. Adapun komposisi posawa

pada Sekretariat Dacrah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2018 adalah -

L. Jems Kepepawaran
Aparatur menurut fenis kepegawaian terdin dari Aparatur Sipil Negara {ASN) sebhanyak
200 orany. Pada tahun 2019 tenaga administrasi honorer sudah tidak dipekerjakan lag

dikarenakan terbatasnya anggaran dai uituk lebih memperdayapunahan ASN vang ada.



2. Golongan Kepangkatan

Jumlal Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Dacrah Kabupaten Rokan
Hilir totalnya 203 orang, Golongan 1 sebanvak 4 orang, Golongan 11 vaity sebanvak 93

orang; Golongan LI schanyak 89 orang: dan Golongan IV sebanvak 17 orang.

Gol. |, 4 Gol. IV, 17

= Gal IV

Gol. 1y, MWGol i
3 EmGollt |

ool ¢

Gamnbar 2 : Golongan Kepangkatan

3. Jabatan Strukiuml
Dhilihat davi formasi jabatan strukiural, dapat dillasifikasi menjadi; Pejabat Bselon if
sebanyak 6 orang: P'ﬂjahal Fselon Il scbanyak 15 orang: dan Pejabat isclon IV

sebanyak 36 orang,

i Eselon . B Ezslon Hl 2 Eselon IV .
Gambar 3 : labatan Struktural



4, Tingkat Pendidikan

Tenjang Pendidikan ASN pada Sckretariat Dacruh Kabupatsn Rokan Hilir dapat
dikiasifikas: sebapal berikut: SLTP sebanvak 4 orang: SLTA sebanyak 93 orang; 13

sebanyak 4; 81 sebanyak 73 orang; dan 82 sebanyak 14 orang,

=ATR
BLLTA
5L

&® 52
wre

L5 lIsu Strategis

Berdasarkun Lrgensi.. Desentralisasi, Kewenangan, Kemampusan, Biava dan Landasan
Legalitas maka [su yvang dihadapi Sekretariat Davrah Kabupaten Rokan Hilir adalak sebagat

herikut
L. Adanya luntutan peningkatan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;

2. Peningkatan koordinasi antar bagian menjadikan proses perencanaan lebil efaktf

etisicn dan kualitatif®

3. Adanya kebijakan dan program vang akuntabel, transparan dan konsisten menunjang

pereepatan pengembangan dan pembangunan dacrsh;

4. Poreacanaan pembangunan vang matang didukung ketersediaan anggaran dana dan
kondisi dacrah yung relanf’ kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin ciekiil

dan efisicn:

. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan mental aparatur menjad salah satu

aspek  yang mempengaruhi percepatan pembangunan dan perencansan program



10.

1.

pembangunan;

Keterlibatan masvarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan  kegiatan mencipinkan  sinergitas  dalam  moewujudkan  percepatan

pembangunan dacrah;

Perencanaan pembangunun vang beroricntasi pade pemerintahan vang baik (eood
=1 o = P pﬂ f i
governance ) merupakan perubshan paradigma dalam rangka mewuwjudkan olonomi

daerab yang mandiri;

Mekanisme perencanaan berbasis kebutihsn masvarakat merupakan pedoman dalais

penyusunan perencanaan vang perlu diater dengan regulasi;

Semakin cerdasnva masyarakat tumit mempengaruhi perencanaon pembangunan  dan
pelaksangun program schingga program yvang direncanakan dibarapkan lebih tepat

SAENLAN:

Belum optimalnya mangjemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan
menciptakan budaya kerjn positif yang kendusif bagi terciptanva birokrasi yang bersih
dan akuntabel, clekuf, dan efisien serla mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas:

Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerpa yang terintegrasi masih

parlu ditingkatkan;

. Tidak adanya kejclasan lentang reward dan pumisiorent bagt ASN schinoea merbuat
; 1 g i 4 g

membual motivasi korja pada ASN menjadi rendah:

. Tata kelola pemenntahan, administrasi asset dan administrasi pemuriniahan yang belum

eleknf, efisien dan akuntabel serta belum optimal;

. Keterbatasan sumber daya (haik secara modal, maupun sumber daya manusia) dalam

pelaksanaan pembangunan daemah dikarenakan APBD yang semakin berkurang dari
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tahun ketahun;

15, Perlu adanva kejelasan informasi tentang kegatan yang akan dilaksanakan sehingga

dalam membuat Jokumen perencanaan bisa lebih tepat sasaran:

16. Perlunya koordinasi berbagal pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan pemermtahan

daerah:;
17 Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM;

18. Perlunva sistem pelaporan keuangan vang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat

Daerah;

19. Jumlah dan kapasitas aparat belum scluruhnva memenuhi tuntutan tugas dan belum
sesuai dengan beban kerjadan masih lemahnyva pemahaman Tugas dan Fungsi para

aparat pemenntah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil keordinass; -

20, Terlalu cepat dan senng berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah

Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan,

21. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingza percepatan pembangunan

belum berdampak maksimal.



BABII

PERENCANAAN DAN PERJANHAN KINERJA

Penvusunan Bencana Stratems merupakan lunghkah awal dalam pesjabaran sampe:
kepada pengukursn kinerja instansi pemurintah seiring dengan diberlabukanuva nstroks

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kingrja Instansi Pemerintah,

Rencana strategis (Renstra) adalah rencang bma tahunan yvang menggambarkan visi.
s, tujuan, strategl, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok whkur kinerpa. [laf yang
lebih penting lagi, Renstra ini harus dapat menggambarkan keutuhan langgzung jawab Pimpinan
Dacrah dalam implementasinya valni didasarkan atas Laporan Akuntabilitas Unit Kera Pemda
vang disusun berdasarkan Renstra masing-masing Pelaksanaan Renstra unit kerja terschut
dipertamggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Taporan Akuntabilitas Kincrja mstansi
Pemerintah (LAKIP) dari unit kerja masing-masing,
21 Rencana Strategis
Rencana Strategis yang disusun merupakan suaty proges yang beroricntasi pada hasil yang
ingn dicapat sclama kurun waktu 1 {satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mea;nperhatj]s:an dar
memperfutungkan potensi, peluang dan kendala vang ada aian munghin terjudi. Rencaona
Stuawcgis Sekretarial Daerah Kahupaten Rokan Filir disusun dengan berpedoman kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 fentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilie Tahun 2016 - 2021
211 Vig

Pada penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dacrah, ada perubahan
vang cukup sigmfikan, dimana tidak adanya Visi dan Misi QP vang ada adalah Visi dan Mist

Kepala Daerah. Dalam hal ini Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Filir 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guns meouju masyarakat madani

dan mandiri yang scjabtera®



Dengan demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Tlilir diharapkan dapat menjadh

instansi vang dapat memfasilitasi dun melakukan pembinaan  dalam mewjudkan

kepemenntahan yang batk.

212

Misi

Untuk mewupudkan Visi tersebut di atas, maka dilakukan melglyi pelaksanaan Misi

schagar benilour;

i

L2

Membangun masyarakal Rokan Hilir vang berbudava melayy, berakhlal, beriman dan
bertagwa;

Mengembangkan industri 1fuin dan Hilir pada scktor non minyak das gus untuk

meinbuka lapangan kera baru, peringkatan pendapatan dan kemanditian masvarakar,

Mengembanghan Sumber Daya Manusis berknalitas melalul pentngkatan derajat

keschatan dan derajat pendidikan individu dan masvarakat;

Mengedepankan prinsip good govermunce untuk pelavanan kepada masyarakat dan

petingkatan iklim investasi;

Pembangunan infrastrukeur imuk pengembangan perckonomian i perdesaan dan

perkotaan;

Tujuan Masi

Misi 1 © Membangun masyarakat Rokan [lilir vang borbudava  melavu,
berakhlak, beriman dan heragwa.

Tujuannya : Mewujudkan budaya melayu sebagal jati diri masvarakat Rokan Hilir

Sasaran © Menmgkatnya Penyelesaian Koaflik antar umat beragama

Mhisi 2 © Mengedepankan prinsip good goversarce unluk pelayanan kepada

- masvarakat dan peningkatan iklim investasi,

Twuannya : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi Pemerintah Daerah

TRokan L1l

Sasaran . 1. Meningkatnva Efcktifitas Organisasi Pemerintah Peranpkat  Dacrah:



2. Meningkatnya Efektivitas Ketatalaksansan Pemerintah  Dacrah;
3. Memngkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan

4. Meningkainvae Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Sekretariat

Thaerah

214 Stratem
Strategi adalah cara mencapal tyuan dan sasaran vang dijabarkan kedalam kebijakan
dan program. Program kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir vang tertuang dalam
Revisi Rencana Stralegis (Renstra) Sekretariar Dacrah Kahupaten Rokan Hilir Tabun 201 6-
2021 untara lain scbagai berikut;
I Menngkainya Penyelesaian Konflik antar umat beragama;
a. Program Peningkatan Kualitas dan Pemahaman Agama dan Pembinaan Umat
Beragama,
2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi Pemenntah Daerah Kabuopaten
Rokan T
a. Program Peninghatan Pengembanygan Perencanaan OPD,
b. Program FPemngkatan Pengembangan Sisterm Pelaporun Capaian Kinerja dan
enangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Aparatur;

5]

d  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Iniernal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH,

tad

Peninglatan Pelayanan Publik:

a. Program Pemngkatan Kualitas dan Pemabaman MNilai  Nilal Kebangsaan dan
Kedaerahan;

b, Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Har — Hari Besar:

¢. Program Pemngkatan dan Pengelolaan Kebijakan Pemerintah;

d. Program Pemngkatan Pendidikan Keagamaun dan Sosial Kemasyarakatan;



2

Program Pemingkatan Keschalan, Pemberdayaan Perempuan  dan Keluarga
Berencana:

t  Propgram Pengembangan Wawasan Kcbangsaan;

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dolkumen/Arsip Daerah;

h. Program Fengembangan Budaya Baca dan Pembinuan Perpustakaan;

. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan:

J. Program Optimalisasi Pemantaatan Teknologi Informasi:

i Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa:

I.  Propram Peninpkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik:

m, Program Kenga Sama Informasi dan Media Massa:

. Program Fasthitas: Peringkatan 8DM Bidang Komunikasi dan fnformasi:
0. Program Pengkajian dan Penslitian Bidang Komunikasi dan Informasi:

n Program Pengembangan Sislem Informasi Perlanahan.

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN ¢

& Program Penataan Peraluran Perundang - Undangan:

b Program E - Governiment;

=

Program Penyelengyaraan Persandian untuk Pengamanan Infonmasi:

d. Program Penataan Daerah Otonomi Bary;

¢ Program Pembangunan Sistem Pendallamn Tanaly:

f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Pengounaan dan Pemanfatan 'Fanale
Menmglkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Sekretariat Daerah ;

a. Program Pclayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Disiplin Apsratur;

c. Program i’ smbinaan dan Pem asvarakatan Olahragy,

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Apargtur;

¢ Program Pemmghatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dasiak,
f  Program Peninokatan Kapasitas Pengelolaan Kenangan Daersh;

g Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah:



h

Progrram peningkatan lavanan pengadaan baraniz dam jasa;

Dari kebijakan dan program-program vang telah drictapkan diatas, maka dapal

dirumuskan strateg Sekretaniat Daerah sebagan benkul:

[ ]
hH

strateg dalam budang pemenntaban din pembangunan:

i

]

k

Menciplakan arah kebijakan publtk vang hcrrjasarkaﬁ hukum;

Meonpembanglkan sistom pemberdayaan masyarakal dengan pola perekonomian
vang berbasis keralovatan:

Menimgkatkan administras: pelayanan pubhik secara elekiil]

Memmngkathan  kuabitas SOM aparatur foerhadap Penyelenggarsan Tata Usaha
Neerara;

Momingkatkan admmimistras: barang dan jasa;

Penpembanaan nelwork dengan Kabupaten'kota lain,

Mcningkathan kuatitas pelayanan taia usaha pimpinan;

Meningkatkan administrasi umum kepegawaian;

Menyusun  dan ‘ memperbaharui produk hukom  daersh  scrta  mewujudkan
pepegakan hukum;

Memnekaikan muotu pelavanan kepada masvarakat,

Mewunjudkan tata kelola Pemeriniahan vang baik.

Strategi dalam  sistem akuntabilitas manajemen  pembanguvan/pelavanan umuin

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir:

[

Menciptokan  sistem  pertangungjawaban internal dan eksternal bagi institus
pemeriniah;

hMerciptakan perumusan sistem pertanpgsunsiawaban vang bark:

Menetapkan Eriteria penilaian Kincrja institusi pemernintah,

Memingkatkan kunahtas pelayanan kepada masvarakat;

Meneiptalean sistem kelembagaan yang efisien dan elekif;

Memnpkakan kemampuan SDM aparatur vang diarahkan  dalam  upaya

membangun sifat-sitat kewirausahaan gung mendukunyg sistem pelayanan



Strategi dalam peminalcatan kapasitas pemerintahan umuin:

il.

B

I,

Mengelola keuangan dacrah yang didasarkan pada prinsip efisienst, transparan dan
akuntabel:

Mendorong peningkatan manajemen penvelenpgaraan pemerintahan yang efekuif
dan efisien;

Penmgkatan  koordinast dan huhungaﬁ kerja sama vyan2 batk antar lombaga
pemerintah maupun antar daerah;

Memperluas penvebaran data dan  informast twontang kebijakan dasrah dan hasil-
hasil pembangunan kepada masyarakai,

Mendorong peninpkatan peigyanan keprotokolan, jaringan komunikas:, dan
iHormasi;

Tersedianya bantuan bagt kegiatan: kesejahteraan sosial, peningkatan kehidupan
beragama, pemberdayaan masvarakat desa, kepiatan kepemudagn, persbinasm
olahraga berbakat, berprestasi;

Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah vang didasarkan pada tuntuten
zchutuhan pengembangan berbaga scktor pembansunan daerals

Mendorong  peninghatan koordinasi polaksanzan pembangunan, pemberdayan
perekonomian masvarakal. dan peningkatan sarana dan prasarana perakonomian;
Mendorong ikhim mmvestasi dan penguatan ckononi daerah, pengembanpgan usabs
pertambangan dan energl. pengelolaan kekayaan dan keragaman budava. iorbentuk
altansi pemasaran pariwisata, terhelolanya cagar budaya,

Mendorang pengembangan kapasitas organisast Pemerintah Daerah yuny didasari
olch semangat penyempurnaan struktur organisasi dan perangkat dacrah;
Mendorong peningkatan pelayanan di bidang hukum dan HAM, dan tersedianya
jaringan ‘[nﬁmnasi hubum:

Tersedianya sarana daa prasarang aparatur pemerintah duerah,

Mendorong peningkatan informasi dan komunikasi, penataan kearsipan dan

ketatausahaan:



n.  Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dan sistem akuntansi pengelolaan
keuangan dacrah vang berbasis kmena;
0. Memperkuat penataan dan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah.

2.2 Perjanjian Kincrja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RE -Numor 53 Tghun 2014 Pada Lampiran-1.
Pengertian Perjanjian Kinenja 1alah lembar‘dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan nstansi yvang lebib rendah untk melaksamakan
program/kegiatan yvang discrtal dengan indikator kinerja. Adapun tujuan perjanjian kinerja; (1)
Sebagat wujud nyvata komitmen anlara penerima dan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, (3) Sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Sebagai dasar bag
pembeni amanah untuk melakukan  monitoring, cvaluasi  dan  Supervisi  atas
petrkembangan/kemajuan kinena penerima amanah; (5} Sebagai dasar dalam penctapan sasaran

Xinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaiar
kinerja ovgamisast, melaporkan capaian realisast kinerja dan memilar keberhasilan  atau
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam merencanakan perjanjian kinera.
agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan orgamisasi, maka indikator vang dijadikan
mstrumen untuk mengukur kinerja, dijabarkan dan Sasaran Strategis vang telah sesuai dengar
tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Sebagai
vkuran keberhasilan organisasi, maka indikator kinerja Sckretariat Dacrah untuk periode tahur
anggaran 2018 vang ditetapkan ke dalam dokumen Penclapan Kinenja, telah disclaraskan
dengan dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja level di bawah kepala OPD yaitu
Pejahat Fselon il, IE].dan Eselan [V,

Agar perencanaan kinerja organisasi semakin baik perlu dilakukan pembenahan
terhadap manajemen kimerja. Salah satu upaya vang dilakukan adalah menvusun perjaniiar

kinerja pejabat secara hicrarkis atau leveling, mulai dan Kepala OPID pada level Hselon 11,
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Kepala Bagian pada level Cselon 181, dan Kepala Sub Rapian pada level Hselon TV dan Staf
Fungsional pada level terendah. Penyusunan struliur kinerja bertingkat ini mestilah selaras dan
tersambung antar lovel dan indikator yang diic.tap}.an. Selanjutnva penvusunan iadikator
Kineria pada masing-masing level _iﬁga memperhatikan ketersediaan basis datu, mekanisme
pengumpalan data dan pengolahan data yang tervalidasi atau dapat dipertangoungjawablan,
Dalam metakukan penilaign kincrja dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan
targel indikator kinerja, menunjukan tingkat pencapaian kinerja, Namun pada penilaian LAKIP
secara hoselurnhan, perencanaan kinegja yang sesuai Keiicria menjadi porsi penilaian vang

cukup besar.,
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BAR 111

AKUNTABILITAS KINERJA |

A. Keranghks Pengukuran Kinerja

Akunishilitas adalah kapasitas pemerintah atau penyedia pelayanan mempertanggung jawablkan
kebijakannya, kegiatannya dan pengalokasian anggaran. Akuntabilitas mencakup 2 {dua) komponen
vaitu: (1) Kewajiban Aparat Pemerintah: (2) Hak Masyarakat, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014, pengertian Akuntabilitas Kincija alah perwujudan kewajiban suatu instams pemerintah
untuk mempertanegung-jawabkan keberhasilan atau kegapalan pelaksanasn Program dan Kegratan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan (stokeholders dalam- rangka mm*_»capai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran atau largel Kinerja yang telah ditetapkan inelalul laporan

kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja® Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwijudan sescorung atau
unit orpanisasi ik memperanggungiawabkau pengelolaan dan pengendalian sumber daya dav
pelaksanaannya vang dipercayakan kepadanva dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan melalus rmedia
Pertangoungjawnban secara periodik wituk dapat memberikan penjelasan atas apa yang lelah dilakukan
oleh seseorang alau suatu unit kerja. Agar dapal menyajikan daia dan informasi yang relevan bagoi
pengambilan keputusan dan dapat diinterpretasikan tentang keberhasilan atau kegagalan secara Ichib
tuas dan mendalam. LAKIP harus dilenpkapi dengan analisis akuntabilitas kinerja Sekretmisl Dagrab
kabupaten Rokab Hilir agar tnemperoleh gambaran secara menyeluruh.

Sekretarial Daerah selaku pengemban mmanah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan
kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilivas Kinerja Pemenntah Kabupaten Raokan
Hilit yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalan Inpres Momor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239X/ 182003 Tanggal
25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahyn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapen Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerjn Instansi Pemerintah.



Laporan  lersebot membenkan  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  sasstm dan
program/kegiatan. baik keberhasilan-keberbagilan kinegja vang, felab dicapal maupun kegagalan pada
lahun 2019,

Menpacu pads ketentuan vanyg berluku dalam Peratoran Menterl Negara Pendayspumum
Aparatur Nepurs don Reformas Dookiasl Nemor 29 Tuhun 2010 fentang Pedoman Pesryusunan
Penctapan kmeja dan Pelaporan Abuntabifiias Kiveia Instimsi Pemerinah, kinesja Sekretariar Dacrah
Kabupaten Rokan Hilir divkor berdasarkan tingkat peneapman sasaran dau prograwkegiaem,
Pengnlonran kinetja merupakan proses sistematis dan berkesmambungan untuk mrenginterpretasikan
heberhasilan dan kegagulan dalam pelaksanuan kegatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan
yang lelah ditetapkan puna mewujudkan Visi dan Misi organisasi vaitu dengan jalun membandinpkas
{komperative) antara rencans kevja vang telah ditetapkan denpan hasil capwan kinerja. Unik
mempetalui gambaran mengenal tingkat pencapaian sasavan dan prowram/kegiatan dilakukan melului
media rencana Kinerja vang dibandingkan denpan reslisasinva.

Kemudian atas hasll pengekurm kinerja terzebut dilakukan evalnasi untul mengetahni keberhasilan dan
keaagalan pencapaian sasaran stratcpis, Selajutnva bevdasarkan hasil evaluasi hinerjs Jilakukan analisa
pencapaian kinetia untuk nwmberikan informasi vany lebih mansparan mengenai webab-sebab tercapai

arau tdak tevcapainya kinerja ving dibarapkan,

a  Indikator kinerja
lndikater kmmerje adalah ukurn koantitant dan kualittif yang menggambarkan tseks! mencapoian
suarn sasaran aau Wjiem yvang relah ditctapkan, dengan memperhitungkan mdikator masokan | iRputs),
keluar {onpmes), hastl (ontcomes), manfaat {beaefits) dan dampak {impacis).

b Indikntor sasaran
indrkator sasaran wdalah sesuaty yany dupar menunjukan secara siguifikan mengenai keherhasilin ata
kegagalan pencapaian sasaran dilenpkapi denpan target kuantitatif dan eatuannya untok mempermudah
pengukuran pencapaiai sasaran.

c. Indikator ldnﬂlrja kegialin
Momerya kegiatan dikelompokan ke datam @

1. kelompok mdikator fnpeds (masukan), adalah _segﬂ!a sesuilu vang dibutubkan agar

pelaksanaan kegiatan dan progrwn dJepat berjulan wnmk manghasilkan keluaran,



ndikator ini anfara lain berypa sumber dava manusia, dana, material waktu, teknalog

dan peralan.

2. Relompok mdikator ougpuiy (keluarau) adalah sesuatu vang dihmapkan iangsuog dapst
dicapai dari I:usi-{ kegiatan dan program yane dapat berupa fisik maupun non fisil
berdasarkan masukan yang diganakan.

3. Kkelompok indikator onfeomes [hasil) adalah sepaly sesoam vang aeheerminkan

bﬂr{hngsinf:i kelvaran kigiatan pade jangka wakty mencngah, ontcomes merupakan
ukuran seberapa jaub setiap moduk jasa dapat memenubd  kebutuban  harapas
sy arakat,

4. Kelompok indikator Sesefity (manfaat) adalah kegunaan suam keluaran {outpnis) vans
rasakan lamgsung oleh masyurakar dapat berupa tersedianya fasilitas vang dapa; diakses
aleh publik,

5. RKelompok indihator impacets (dampak) ukwran tngkat penparuh sosial, ekonomi,
lingkvngan atan kepentingan umwm lainnya vang dimalai olsh capsan kinerja setiap
midikator dalnn setiap kegiatan.

Almntabilitas hinerje Sckrotannt Daerah Kobuparen Rokan )il meripakon  perwujudan
kewajibun Sekictaviar Daerah Kalupaten Rokar Fibw wncih mempertanggangiawabkai keberhasilan
alan kepagalan pelaksammn program dan kegiama yang talah diamanatkan masysrakal Kabupaten
Rekan Hilir. Selsin itn, dalym rangks mencapa ms secara teruknr dengan savarandazaer kiners yang
telah ditetaplan melalui laporan kinega yung disusnn secara pertodik,

Penvusunan laporan kancrju didasarkan perjumjien kinerja tahun 2619 vane ditndatanoani
Bupati Rokan Hilir, Laporan kinetja memuat pengularan kinerja dan evaluasi setta pensungkapan
steara memadal hasil analisis terhadap pengukwran kmerja. Pengukuran kinerje dimaksudkan untuk
tmerjamin adanva peningkatan dalwm pelavanan publik dun meningkathan akuntabilitas dengan
melakukan khmfikasi onfput dan owtcome vang akan dan seharusoya dicapal. Pengukuran kinerja
dilukukan dengan menggunakan indikator kinery sasaan strotepis sehagaimuna ditetaphan dularm

dukumen pengtapan kinetja dan selaras denpan dokwnen RPIMD tahon 2016 - 20721,

Derdasarkan hasil pengukurim kinerja diperoleh capaisn kinerja untuk  setiap sasasm strategis dan

selanjuinya dianalisis dengan cary:

b Membandingkan antara taresn dan realisasi kinerja tahun 2019



fd

Nembandingkan aniara realisasi kinerja serta capaian kinetja tahun 2019 dengan tahon lalu dan

heberapa tuhun berakhir

L

Membandingkan realisasi kinegs sampat dengan tahun 2019 dengan targel jangka meneizgall yany
terdapat dalam dobumen Renstra,

Nilzi yang diperoleh dari pencapaizn bwnena dikelompokkan dalam skala pengukuran ordingl sebagai

berihout ;
BSad 10 : Sanpat Berhasil (513}
W sd. B3 : Herhasi] (13)
3554, =70 ; Cukup Berhasii [C13)
7 s.d <55 ; Kurang Berhast! (KB}

B. Exaluasi dan Analisis Pencapatan Sasaran

Secara umum Sckretarial Daerah Kabupaten Rokan Hilir fefah dapst mebuksanakan tugas dalam
rangka mencapai wjnan dan sasaran yang telah ditstapkan dalam BPIMD Kabupaten Rokan Hilw
Tahum 2016-2021,
L. Capaian Kinerja Schretanal Daersh Kabupaten Rokan Hilir
Peppukurap Capatan Kinerfa Sekretariat Daerah dapat dilihat melalei 1abel dibawah im berdusarkan
Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Dan Pencopaian Kinerja Seliretariat Dacrah Tahun
Angaaran 2019 mencapai nilai rala — rala sehesar 82,06 % alan masuk pads hategori Berhasil. Rata-
rata capaian kinegja rghun 2019 dindiad dari rata-vata capaian kinerja atas fima () sasaran yano

ditetapkan sebagai berikut:

Tabal 1
No ) Migi - - Jumiah « Jumlah | hemlsh Indikator |
. Tujman . Sasnean Kinerja Sasaran i
1: Mombanmun nesyeeakal Rokan [0 vacs berbudaya | 1 . 1 e
. fuelivyu, Teerighin ik, borimim dan bortagwa . i
2 | Memgedepanian  prinzip  pood  governance Ll 4 3 TS
| pelayanan kepads spasvarnkul dan Peningkatss iklim : I :
Imestas : : i
- : B L i




Dart lima (3) sasaran, pencapaian indikator sasaran kinerja Sekretunat Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Pahun 2012 dapat dipetine sebagui berikut

Tahcl 2
SASARAN INDIKATOR ' TARGE | REALISAS | oapara
: R — T 2019 N %
Meninglkatiyva Pomsendase Penvelesaian Konflik ;
Penvelesaian Fonflik antar wnat beragadiia i 30 'y | HE
_Artar wnat beragania - o A im0}
Meningkainya Persentase Menurunmya [ umpang X y _i
Efsktivitas Organisasi | Tindih Tugas dan Fungsi ORI 8 i DUE
| Pemserintah Dacrah — : g o : - 4
: tvilal kapasitas organisast (swve 5 ; - ]
! infernal) h.00 %M hd !
" Meningkatuya | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan | '
| Efcktivitas L (Surver bkslernaly e 758 158
Retatnlksanam ‘Tmakat Kemstangan SPRE (- Z
Pemeringah Dasrah ' Croverment) 18 1.7 a5
- Memmnglatnya Koalitas  Persentase Peraturan Perundang- | |
. Peraturan Pemundang- | Undangan vang harmosis dan tidak | AP s
= 5 TaEi, 83 | 85 i11.3
Ulndanzan numpang tindih | ;
- Momingkatya Kualitas | Nilai Tvatuas AKLP Setda BE | BB |
| Penpelolaan Kevangan 1, o5 - s
G K norm ovkeeg | | LWevel3 | Level 3 100
Daerah
r . Rata - Rata Capaian Kinerja 8206

Pencapaian dari hma (5) sasaran pemnbsteunan & Seloetariat
schapaimana detapkan dalam dokumen pedanjian kinetia adni

sasaran yeng lelah ditctaphkan pada RPIMD 2016-2021 dan dokumen

Daernh Kabupatsa Rokan Hilir
2019 denvan berbagal indilaior

Peridajian Minerja T abus 2019,

Henkut dharaikun hasi pengukuran dan anahisis pencapaizn sasaran stratogis Sekratarat Daergh

Kabupaten Rokan Hilir tahan 2019

MISE I

Beriman dan Beriagwa

i1

Meningkatnya Penyelesaian Konflik antar unat beragama

Membangun Masyarakar Rokim Hilir yang Berbudava Melayyu, Berakhlak,

Dalam pencapalan sasaran stralegis inl, Sckretariat Daerah Kabupaten Rokan  1ilir

menggutiakan 1 {satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penguburan Kincrja Sasaran Strateais 1 1 Meniughainys Penyelesaian Konflik Antar Umat Heragama
INDIKATOR HAZH AR 261 W aipaian
Mo i7 2008 Targel Realisasi
Porwentase Penvolesaian Kondlik antar umat 5 i .f 0 i ;
P sl A ' n'a - nra 0]
Rucr - Rate Capaias Kinerja Tahus 2004 nfa




Berdasarkan data vang ada pada tabol di atas, pengukuran indikator kinera sasaran straleyis
meningkatnyva penvelosaian konflik antar umat beragama tidak mencapai target vaitu 0 %, Hal
mi dischablun karena belum adanya pengukuran terhadap penyelesaian konflik umat beragaraa
schingga tidak ada data yang dapat digunakan. Adapun jems program vang telah dilalksanakan

pada tabun 2019 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas vaitw:

label 1.2
el CEEar | ANGGARAN (Bp) i"ﬁﬁ.mr_.rs.as!.inp_-.'| 3 i "
i : . - REALISAST | REALISAST
1

I | | l | KEUANTAN | FISIK
i'—}._"i_ﬁ@?u'_'lﬂ'?nﬂ}la?m_'ﬁlmas_ Eﬂ " Rp. 10,383,365 800 Ry § 438 336,550 ORI @

! Peimabamen Apgama dun Pembingan | | |
' Uil Hernpmnig : | [
! | et I _-i__. o esEean | SR | S

Total ! Rp. 10,303355, 800 | Rp 8435, 346,330 | #2239 10

Penyerapan dana dad program — program yang mendukung pencapaian indikalor kinerja sasaran
strategis Menmgkatya penvelesaian konflik umat beragama belum lerserap secara maksimal narmun

terscrap lebib dini setengah vaitu sebesar 82 22 o4 dart angparan yang ditetapkan,

MINT I : Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat
dan Peningkatan iklim investasi.

2.1 Meningknteva Ffektivitas Organisasi Pemerintah Daerah

Dalam  pencapaian sasaran strategis ini,  Sekretariat  Dacrah Kabupaten Rokan 1iflir

menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sclmgaf Berikour:

Tabed 2,14
Penpulairun Kinerja Sasaran Mrategts 21 Meringhainva Ciektifiiac Orosuisasi Pemerintah Traerah

) T I 19 _
INDIKATOR Al AL 3 | %% Capainn
2006 017 pili%] Tarve Tiealisasi

Porachilage meEnNrnyg B3 o) a0
twinpang tndil turss dan [z 'y nia i
(]! CE=x
Nilyi kapasitas of g,umsaq ] . . 6,0 3.5H) 65
{survay internal) n'a 1t ni z

k. Bata - Rala Capaian Kinerja Labun 2014 B3 43 f

Berdasarkan data yang

menvrunnva tumpang findih tueas dan fungst 0P pada

sasaran stiategis Meningkatnya

ada pada label di atas, penguiuran indikator kinerja Persentase



efektifitas organisasi Pemerintah Daerah pada tiga tahun sebelumnya belum pernah diukur
schingga tidak ada data vang bisa digunakan. Namun peda fghun 2009 capaan indicaton
kinerja persentase menuminnya tumpang tndib lugas dan fungsi OPD mencapat persentase
105.9 %, Dan pada indikator kinerja kedua yanu nilat kapasitas organisasi (survey internal ) tiga
tahun sebelwnnyva juga belum pemah divkur sehingua tidak ada data yang bisa digunakan
dalam miengukur capaian lunerja indicator tersehut namun pada tahun 2008 Kemenonan
Pemberdayaan  Aparsivr Negara dan Reformasi Biroxrasi pembenkan  rekomendasi
berdasarken hasil  survey vang dilaksanakan saat melakukan penilasan Reformasi Birokrasi
dengan capaian kinerja 65 %. Daa yang digunakan pada milai kapasitas organisasi {survey
internal dan survey cksternal diambil dar hasil penilaian Adapun jonis program vane telah

dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung capatan kinerja tersebut diatas vaitu;

Talwl 21,2
N, PROCGRAM ANGGARAN (Rp) | REALISASI(Rp) " %
REATISAST  REALIS
. KEUANGAN | TISIK
“ 1 Program Donimgkatsn Pengembangan | Rp. 75,105,000 Rp. 3005000 E 1 A
Perenciniin OPD
2. ¢ DProgram Pewnghalan Penpembangan Sistem | Rp 158513110 0 Bp 821467 5152 : 2,54
Melaporan Capeian Kinerja dan Keuwarmpan '
& i Program Toningkatan Kapasitas Swmber Dova | ®p 3137449410 Ko 2320237 520 TIO8 i 42 A
. Aparalur 1
¢, | Program  Peninglatan  Sisiemn  Pepgawasin | Rpo 3885013180 Rao 0725 00 ns 44,94 : 514
l Intcrnal  daw Poopendabian Pelaksimaan i
| Kebijakan KDH i :
et | Rp RAUIDOI OO e, 4007470378 | BAE%h 54,367

Penverypan dang dan program — propram yvang mendukung pencapaian mdikigor kinerja sasaram
sirategis Meningkatmya kualitas pelavanan vang baik belum terserap secara maksimal namun lebib
dari selengsh, yaitu tevserap 3548 % dan anggaran yvang ditetapkan, Hal ini mengindikasgikan
inefesiens: anpgaran karcna

2.2 Meningkamya Efektivitas Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Dalam  pencapaian sasaran strategis ini, Schrctarial Dacrab Kabupalen Rokan Hilix

mengeunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagal berikut:



Tubed 2.2, 1
Pengubkuran Kinerja Sasaran Strategis 2.2, Meningkatnya Efektivitas Ketatalaksanaan Peinerintah Daerah

RASIL TAHUN 2019 &

INDIEKATOR Bupatun

e | 2007 | 2018 Farget | Realisasi
Nikai Parsepsi Kualitas Polavanan (Survei : ) . = ‘
Ehsternal) o ng | o 16,00 78R TR

Finghid Kewsatangan SPBE /E-Govermend) W it nin 1.82 1.71 o3

[

Rata - Rata Copon Bicerja Talu 2014 BhY
Berdasatkan dala yang ada pada tabel di atas, penguicuran indikator kinerja sasaran sirategis

Memngkatnya Efektivitas Ketatalaksanaan Pemerintah Dacrah mencapal 869 % Pada
indikator Nilai Pessepsi Kualitas Peluyanan {Survei Fksternal) menggunakan data dari hasil
pelaksanaan survey vang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Retormasi pada saat melakukan penilaian Reformasi Birokrasi uniuk mengukur indikator
tersebul dengan capaian kinerjia 788 | dan pada indikator T'mgkat Kemalangan SPBE (E-
Lrovernment} persentase yang dicapal adalah 95 %. Adapun Jenis program yang telah

dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendokung capaian kinerja tersehut dinas YAl

I'ahel 2.2,2
|\O_!_ CPROGEAM  ANGHIARAN | REALISAS {m—?; T REATISAST
| f (Rpi | RTALISAST | FISIE
L i I KEUANGAN |
| 1| Progrom Pernghalun Kuabtas dan i} 0 0 il

Pemshaman — Mils ‘:‘*-‘ih:-.il

Proprem  Pelaksanoan  Kewiatan  Bp, 3,208,432.000 | Rp 2.897.330.400 9030 100
Fleagamaas dan Hlar -- Han Begar |
Frowram Perngkzlan dar | By 134,000 000 0 | i [

Penpelolame ketiiakim

| |

: : ' !
Kebooesaan dan Kedeerahan, : ‘ i ‘
|

[F

Pemerincah:
Rp. 638436000 | Rp. 255933200 4000 §0 |

I
i
1
Pepdidiken Foaramaan din Sosiab } . ‘

4. | Program Peminchatan

Eomasvarglontan,

&, Proeram Pemnglatan Koschatan, |

1
Peraberdaviim  Porempean dan
Felusrgy Rerencana,

|
b Program Pengembamean Wawasan
¢ Kebangaasn,

i

Polestarian Dokumen/Aesky |

|
|
Mroprar. Penwalamatan dyn i ‘ Hl M1 fl
Mperah: I
1
|

|
Prosram Penyembanzan Budn}-al

Rp 46X TA3 400 | Rpo272suswon 0 szEp 10

7

| Baca dum Preanbr rigam

| ' Frrpustakaan;
9. ¢ Progrum Pombinazn dan | Bp 200000000 © Rp. b20.4740000 Gl 24 i

: Pengambarran Bhduny



it

| Keleniglismban.
|

Program Prenzernbngain
o Komrurakas, Idormasi dan Mrdi-u
| Mazsa;
Program Peninghatan Akses dan
Koualitys Intomoas: Publils:
Program Rerjy Suma  I[nformast
dan blodia Mazsa:

Progrmam Fasilitagd  Pefmghaan
500 Bidang  Komonikzsi  dan
. Informiast,

Priarasy Pongkajian fan

Penclitian Bidaor Komuikast dan

Informaszi;
Propram Penscmbanpie Sistan
Infismasi Pertanahan,

Pemantaatan Teknolon Informas:; |

Provgenm Ot imalisanst

Ry, 368 .500,000

Kp. 3 70,000,000

B SUZHAL 0

R, 300,004,000

Tutal

B 129 368,600

Ry, P37.739074%

Fp, 148524953

Hp, 14%.324 915

45,58

42 6d

49,51

4041

Ry, 5,005, 184,000 [ Rp. 4132714549

352

3750

1]
=
(=1}
e

il

(i

R

Penyerapian dana dari progran — program yang mendukunyg pencapaian indikator kinegjs sasaran

sirategls meningkalnya kondisi Pemerintshan vang baik belwn terserap secara maksimal, kurena ady

beberspa program kegiatan pendukung bdak uda yang dilaksanakan, schingua penverapan anggaran

pada indicator tersebut hanya mencapal 27,27 %,

2.3 Mcningkatnya Kualitas Peraturan Perundang - Undangan

Dalam pencapaian sasaran strategis inl, Sckrotariat Daermh  Kabupaten Rokan  Hilir

menggunakan 1 (sat) wdikator kinerja dengan capaian schagai berikut;

Tabel 231
Pengukuran Kinetia Sasavun Strategizs 2 3 Meningkatnva Kualitas Peraturan Perundans « Undangan

INDIKATOR FEASIL TAHUN 2013 ] “.r'ul
Capaian
2016 | 2007 | 2B | Taruet | Realisasi
Persentaze Peraturan Perundang — mdangan vang - o) B3 g% i1
harmanis dam liduk tempang Lindih ik : :
Hata - Rata Cepaimm Kiners Tahan 2019 [HER

Berdasarkan daxia yang ada pada tabel di atas, pengukuran mdikator kinerja sasaran straicgis

Menmingkatova Kualitas Peraturan Perindane - Tindanean mencapat tareet vatty %, Adanun
. 2 = ¥ gt

jehis program vang tolah dilaksanakan pada tahun 2018 untuk mendukung capaian kinerja

tersebut diatas vaiqw



e — Rttt

Tabwl 2.2.2

KO T PROGHAM T ANGGARAN 1 REALISAST(Bp) | % REALISAST | % REALISAGT
3 | {Rp KELANGAN  FISIK
I | Progeam  Penataan  Povaturan.| Rp | 650302800 Rp00n 85700 | 3588 X
Perundang: - L edanesn : |
2 Program E — Gavenrent Ty, Lo 000, 000 Ep 90030421 M08 | i
3 ! Program Penyelengaaraan | Hp, 75, (N D00 Rp 36,994 245 I 49,45 ‘ il
| Persandian  wobuk  Pergamanan ' ' |
bformasi i !
4, Program Penalaan Dacrah CHonomi I Rp. Za% 265 675 | Hp 1R3JS] 300 07 [ 100
Eam . |
20 Progmam Pambongman  Sistem Rp. 28000000 | Bp, 192182650 | Tou7 it
; Peodaltanm Tanah ! | ‘ ‘
6| Frograme  Penatsan,  Pensugsaan, I B, L2M S5 4K Rp, 817,800 785 i 4,39 111
Pemiilan, Penypnnaar lan | I
Pemanfyntin Tanad |
T el | E SOOI | Rp TSt s 3T | S S

Penyerapan dana dari program - progeam yang mendukang, pencapaian indikator kanerja sasaran
stategs Meninghatnya Kualitas Peraturan Perundang - Undangan belum terserap secara maksimal
karena hanya terserap 50.22 % dari smpgaran vang ditetupkan. Hal ini myngindikasikan mefesiensi
Anggaran sehab ada beberapa kegiatin yang mengalami pengurangan dan penambahian HTLEEATAN NAIws
tidak terserap secara maksingl,

2.4 Meninghatmys Kualitas Pengelolaan Keuwangan dan kinerja Sekreturiat Daerah
Dalam  pencapaian sasaran  stategis ini, Sekretariat Dacrah Kabupaten Rokan  Hilir

menggunakan 2 {Dug) ndikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pengukuran Kineria Sazaran Strategis 2.4 Meninglkatova Kualitss Pengelolaan Keusngan dan kinerja Subretariat
acrah
HASIL TAHUN 2019 _
TNDIEATOR i % Capaian
W 2017 0% Tarpet Realisasi
Nilal Evaliges A K1P Spctda 03 B b Gk BE 10
fevel Manuritas SFIP Instans: na | Lavel 3 Level 3 fevel 3 LK
Rarz « Raia Capivan Kizerjz Tl 2019 i

erdasarkan data vang ada padu tabel di atas, pengukuran indikator ki nerja sasaran strategls
memngkatova Memngkatnya kincrja dan pengelolaan kevangan belum mencapai arget 100 %
schal target nilal Akuntabilitas adalah BB dan uniuk Level Maturiias SPIP mencapat farget

100 %. Schingga total persentase capaian kinerja pada sasaran sirategis Meningkatnya Kualitas



Pengelolaan Keuangan dan kinerja Sekretarial Daerah meancapai [90 %, Hal inl menunjukkar
mulai sinkronnya dokumen perencanaann mulai dari RPIMD dan RENSTRA, schinggs
mempengaruly skor LAKIP di tahun 2019, Adapun renis program vang telah dilaksanukar

padu tahun 2019 untuk mendukung capaian kinerjs wersebut distas yaitu;

Tahel 242
!_r\?c'ji .i FROGRANM | ANGGEEAN(Rp) | REATISASI(Rp) | % RTALISAST | % REALISA
i lOKEUANGAN FIS &
T [ Program  Pamvanm Rp 34201786 | Rp 30330 ey A YT
{ Admmistrasi Perkantoran
L2 Bragram Peningkatan Bp 1,148 257 080 Rp 747 490 150 48,93 L 9l2e
‘ - Bnziplen Aparalur ‘ ‘
3| Progiam  Pembinaw  dan Rp.212, 510,000 | Rp. 186075000 | 04,82 | o
! | Pasmsyarskatan Ofahrags I i ‘ |
o4 Proaras Penimricatan | Rp. 0447 000, TEH Hp. 6.547 683,774 0741 : T4, 48
Sarana dan Prasiran i i
Aparaur | | | '
i S | Program  Poningkatan  da | i ‘ L . o ! o
| Pengembangan  Pengelolaan '
‘ | Kesanzan Daceah ‘ I i
| 6. | Mrogram Peninghatas: | Ry, 279028 (00 Rp. 193,213,720 60 25 : 1
; ‘ Kapazitas Pengciolaan I |
_ Kenargan Dacral '
70| Provrm Paningkat o ! |
i ki Kedingsan Rp. 2,605 597,000 | Kp. 2,164,745 357 83.09 | s
 Keaala Dacrab Wakil | I
: Eipala Dacrah i ‘ , !
8 DProgram nemingkalan | Rp TLE 300000 | Ap CLoT4 000 i HE fi i 100
: lavanas pesaadsan bavang | : | :
dan jaza ! . {
Tolul ) | Bp 33300110766 Rp. 10355360954 ™ol | shzl

Penverapan dana dan program -~ progam yang mendukung pencapaian indikator kinetjs sasaran
stralegis Meningkamya Kualitas Pengelolaan dan Kinerja Ssllﬁﬁe!arial Daerah belum terserap secara
maksimal karens baru lerserap 73,01 % dari anggavan vang ditetapkan. Hal ini menpindikastkan
inefesiensi anggaran dan karena adanya 1 program keynatan vang tidak dilaksank s,
C. Akuntzbilitas Kenwangan
2. Realisasi Anggaran
Kondisi pagu anggaran untuk belimja lanpsunp Sckretariat Daerah Kabupaten Rokan [filir Tahun
Anggaran 2019 vty sebesar Rp 96,514.260,74 1, - (Semébilun Fuluh Knam Midvar Livia Rans Empu

Belay Jute Dua Rains Faam Pulubh Enowe Ribu Tujuh Butws Empar Pulidy Sai Aupieh) dengan



realisast sebesar Rp. 71 805.990.020,- (Vumhr  Puluh Sam Milvar Delapan Ratus Enam Pulub Ting
Juts Semibilare Katus Sembilan Puluh Ribu Dug Pulvh Rupich) miau sebosar 74,48 % Trivh Prdub
Empat koma Fmpat Pulub Eeam Perseny dengan vealisast [ivik sebesar 82.73 % (Delapan Pufull Dua

ki Lugrede Predwh Vigo Povsen).

Dengan rincian pagy angearan uatuk belanja tidak Tangsung schesar Rp. 31,950 258 365.- {Fige Puluf
ot Milyee Sembilar Katus ime Pulul Juta Dea Batus Lo Pubuh Delapan Ribwe Tiga Ratus Enem
lult Lima Huplah) dengan realisasi sebesar Rp. 19,2538.636,002. - (Sembifun Pelas Mitvar Thaa Rata
L Puleh Sembifayy Jwtq Enam Rawes Figa Puieh Fnam Ribu #aam Priuh Dug Kupial} atau schasuy
OL28 Yo (Epam Pufuh komea Dwa Pulub Delapan Persen) dengan vealisasi fisik sebesar 60,28 % (£nam

Pufufy keoma Lve Dtk Delapan Persen). Tal im dapat dilihat pada table dibawab i

M. T PROCEAM T ANGGARAN(Rp) | REALISASIRPT | % RBALSAS | % RUALEAT
; ! KET:ANGAN ! KAk

b Delunju TidakLangsang | Rp. 31930258388 Rp 19.239.036.062 i A T
2 Belagin Langsung Rp. 96314 266,741 Bp. 71 2650900720 TA i 5 4273
L B S IR S EE
Tislunk Ry 129 464 525 164 Bp 91125000082 | 9751 Y I 745l

b.  Analisa Efesienyi dan Efcktivitas Kinerja Kegiatan

Realisusi kevangan Sekretaial Daerah Kebuparen Rokan Hilit pada tahun 2019 pencapuian tata-tata
hampir mencapal  taget vang telah ditetapken Jan dikatcgorikan bahes prowram dan kegistan
Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan baik. Namam dalam realisasi figik mengalami penurunan, pada
talun 20118 pencapaian fistk kegiatan hingga 100 % sedangkan pada tabun ini hanya mencapal 71, 31

%o, narnun demikian hasil evaluasi kinerja kegiatan memumjukkan masih adanya beberapa kendala;
Fakior utama penyebab kegiatan-hegiatan tidak terlaksana diantaranya;

I. Terjadinya rasionalisasi anpparan karena target penerimaan APBID ferutwma dana transfar

pemenutan pusal trdal tercapai sehingps banyak kegiatan vang tidak bisa dilaksanakan;

L2

Keterlambatan dalam proses pencairan dana dikarenakan ketersediaun dana pada kas daerah
tidak mencukupi divebablan wansfer dana dari pemerintah pusal belun diterima sehinpza
pembayaran menjadi terlambat bahlan terdapat kegiatan  hegiatan _-,-'al.nf_; tidak dapar
dibayarkan menyebabkan pembayaran dana Kepiatan iersebi: megad bersifat hutang yang

harus dibsayurkin pada taln yang akan datung



L)

ketidakpastian  ketersedizan dana wnluk  membayar kegiatan —  kegiatan  sehingg
menyebabkan adanya kepiatan vang tidak terlaksana.
Banyaknya program kegiatan yang tidak dilaksanakan schingga mempengaruhi realisas

capaian kinerja OPD,



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemermiah (LAKIP) Sekretanat

Dacrah Kabupaten Hokan |[lilir Tahun 2019 disusun dan disampaikan kepada Bapak Bupati

Rokan Hilir dan pihak lan yang berkepentingan sébagai bahan evalwasi dan perimbangan

dalam mengambil kebijakan.

Dalam pelalsanaan kegiatun tentu muncul berbagal permasalahan dan hambatan selama

realisasi program dan kegistan, nmamun tentu ada berbagai upaya vang dilakukan untuk

mencapar visi dan misi vang ielah ditetapkan. Secara umum permasalahan vang dihadapi ofeh

Sehretariat Duersh Kabupaten Rokan Hilir tidak berbeda dan tahun schelumnya, masih

permasalahan kapasilas aparatur den managerial, antara lain:

Kuapasitas apatatur vang masih rendah dan tidak merata, schingga beban kena
Sckretanal Dacrah yang besar tidak terlaksana dengan baik;

Hendahnva kcsadara;‘; unil kerja  dalam  pengustan  pengendalian  mternal  dan
melaksanakan tindak lanjul hasil rapat evaluas kegiatan pembangunan;

Belum terbangunnva data kinerja schagal pondukung pelaksanaan cvaluasi atas
kegiatan yang dilaksanakan.

hiasih terjadinya delisil anggraran vang menyebabkun rasionahisasi anggaran sehimgas
menphambal pelaksanaan kegiatan dan tentunva mempengarubn capatan reahisas
kinena yvong berdampak pada nilai akuntabilitas OPD

Unmk mengatasi permasalabon vang dihadam tersebut, upaya-upaya yang telah dan

akan dilakukan adalah sebagai benkut.

o

Memingkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dengan mengikutsertakan
mercka dalam program pendidikan dan pelatiban;
Penempalan dan penugasan perlu mempertinbangkan kapasitas dan pendidikan

dparatir;



Mendorong unil kerja mendukung sistem pengendalian internal dan menindaklanjut
hasil penpawasan,

Memfasilitasi unit kerja untuk membangun data lanerja schingga dapat dianalisa hast
{Outeome ) unuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhastlan organisasi dan upaya

updva penyelesaiannyy,



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jin Arena MTQ Komplek F'e_rkantmrar Biatu 6 telpifax, (0767) 8001425 BAGANSIAPIAR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, fransparan, dan
akuntabel serta berorientagi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama : Drs. H SURYA ARFAN, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama - H. SUYATNO
Jabatan : BUPATI ROKAN HILIR
Seiaku atasan pihak peitama, selanjulnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkaﬁ target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, J0 Oktvkér 200

PIHAK KEDUA, _PIHAK PERTAMA,
1 ROKAN HILIR T A ;

H. SUYATNO “?:‘ m 10 198503 1 011
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